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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dari maraknya penipuan 

penyelenggaraan umroh di Indonesia akhir-akhir ini menjadi salah satu kasus 

yang banyak menyita perhatian publik. Hal ini dikarenakan banyaknya orang yang 

menjadi korban dengan jumlah kerugian mencapai miliaran rupiah. Penegakan 

hukum yang selama dilakukan dalam kasus penipuan jemaah umroh di Indonesia 

selama ini lebih mengedepankan hukum yang bersifat umum di dalam proses 

penyidikannya. Fakta yang diperoleh dari penelitian ini bahwa adanya 

penggunaan dasar hukum yang kurang tepat dan kurang teliti yaitu bahwa para 

penyidik mengesampingkan asas hukum yang bersifat khusus mengesampingkan 

hukum yang bersifat umum (lex specialis derogat legi generali). Seharusnya 

penyidik menggunakan regulasi yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji daripada menggunakan 

KUHPerdata. 

Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal research dengan 

pendekatan yuridis sosialogis. Metode pengumpulan data adalah dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan 

wawancara guna menggali data di lapangan. Metode analisa data adalah adalah 

deskriptif kualitatif. Pisau analisis dalam pembahasan tesis ini menggunakan teori 

penegakan hukum dan teori keadilan. 

Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 1) Penyelenggaraan ibadah 

umroh di Jawa Tengah secara umum sudah berjalan dengan baik, namun masih 

ada kekurangan karena masih adanya biro perjalanan wisata yang tidak terdaftar 

di Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah sebagai PPIU dan selama ini tidak 

pernah mendapatkan pengawasan, pengendalian, maupun pembinaan dari 

Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah. Data PPIU yang terdaftar di Jawa 

Tengah adalah 72 biro yang terdiri dari 24 biro yang bersifat lokal dan 48 biro 

yang merupakan dalam bentuk kantor cabang; 2) Penegakan hukum oleh 

Kepolisian terhadap tindak pidana penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa 

Tengah belum menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya para calon 

jemaah umroh yang menjadi korban. Hal ini dikarenakan kurang profesionalnya 

para Penyidik Kepolisian di Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan terhadap 

kasus-kasus penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa Tengah; dan 3) Hambatan-

hambatan yang dihadapi para Penyidik Kepolisian dalam penegakan hukum 

(penyidikan) terhadap tindak pidana penipuan penyelenggaraan umroh di Jawa 

Tengah berasal dari dalam maupun dari luar. Hambatan dari dalam yaitu faktor 

hukum, faktor aparat penegak hukumnya sendiri, dan faktor sarana dan prasarana. 

Sedangkan hambatan dari luar berasal dari faktor masyarakat dan dari faktor 

kebudayaan masyarakat Jawa tengah, yang oleh Friedman disebutkan sebagai 

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out based on the rampant fraud of organizing 

the umroh in Indonesia lately being one of the cases that took a lot of public 

attention. This is due to the large number of people who become victims with the 

amount of losses reaching billions of rupiah. Law enforcement that has been 

carried out in the case of fraudulent Umrah pilgrims in Indonesia has so far put 

forward the general law in the investigation process. The facts obtained from this 

study that the existence of a legal basis that is less precise and inaccurate is that 

the investigators override the legal principles that are specific to the exclusion of 

general laws (lex specialis derogat legi generali). Investigators should use special 

regulations, namely Law Number 13 of 2008 concerning Hajj Implementation 

rather than using the Civil Code.  

 This research is a socio legal research study with a socialogical 

juridical approach. Data collection method is by literature study and field study 

by conducting observations and interviews to extract data in the field. Data 

analysis method is qualitative descriptive. The analysis knife in the discussion of 

this thesis uses the theory of law enforcement and the theory of justice. 

From the discussion, it can be concluded that 1) The organization of 

umroh worship in Central Java in general has been going well, but there are still 

shortcomings because there are still travel agents that are not registered in the 

Ministry of Religion of Central Java as PPIU and have never received 

supervision, control, as well as guidance from the Ministry of Religion of Central 

Java. PPIU data registered in Central Java is 72 bureaus consisting of 24 local 

bureaus and 48 bureaus which are in the form of branch offices; 2) Law 

enforcement by the Police against criminal acts of fraud in organizing Umrah in 

Central Java has not created a sense of justice for the community, especially the 

prospective Umrah pilgrims who are victims. This is due to the lack of 

professionalism of the Police Investigators in Central Java in conducting 

investigations into cases of fraud in the organization of Umrah in Central Java; 

and 3) The obstacles faced by the Police Investigators in law enforcement 

(investigation) of crimes of fraud in the organization of Umrah in Central Java 

come from within and from outside. Barriers from within are legal factors, factors 

of the law enforcers themselves, and factors of facilities and infrastructure. 

Whereas external barriers stem from community factors and from the cultural 

factors of Central Javanese society, which Friedman mentions as legal substance, 

legal structure and legal culture. 
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